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TINJAUAN PUSTAKA

Telaah Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

Nama/Tahun/Judul

Tujuan Penelitian

Hasil Penelitian

Ngadiman and Huslin
(2015) Pengaruh sunset
policy, tax amnesty,sanksi
pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak (studi empiris di
KPP Pratama Jakarta
Kembangan)

untuk menganalisis
pengaruh sunset policy
tax amnesty,dan sanksi
perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak
orang pribadi yang
melakukan kegiatan
usaha dan pekerjaan
bebas di KPP Pratama
Jakarta Kembangan

1.

sunset policy
berpengaruh negatif
dan tidak signifikan
terhadap kepatuhan
wajib pajak. Hasil ujit
menunjukkan nilai t
hitung -1,045 > t tabel
2,000 dengan nilai
signifikansi (0,299) >
0,05 sehingga H1
ditolak.

Tax amnesty
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap kepatuhan
wajib pajak. Hasil uji t
menunjukkan nilai t
hitung 3,654 > t tabel
2,000 dengan nilai
signifikansi (0,000) <
0,05 sehingga H2
diterima.

Sanksi pajak
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap kepatuhan
wajib pajak. Hasil uji t
menunjukkan nilai t
hitung 3,221 > t tabel
2,000 dengan nilai
signifikansi (0,002) <
0,05 sehingga H3
diterima.

(Irmawati, 2015)/Pengaruh
kesadaran wajib pajak,
sanksi perpajakan dan
pemahaman perpajakan
terhadap kepatuhan wajib
pajak di KPP Pratama
Jakarta Cakung Satu

Untuk menganalisa
tentang Pengaruh
kesadaran wajib pajak,
sanksi perpajakan dan
pemahaman perpajakan
terhadap kepatuhan
wajib pajak

Berdasarkan hasil
penelitian kesadaran
wajib pajak berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap kepatuhan
wajib pajak, sanksi pajak
berpengaruh negative
dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak,
pemahaman perpajakan
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak
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3. (Arum, 2012) Pengaruh untuk menganalisis Berdasarkan hasil
kesadaran wajib pajak, pengaruh kesadaran analisis yang dilakukan
pelayanan fiskus, dan sanksi | wajib pajak, pelayanan maka diperoleh
pajak terhadap kepatuhan fiskus, dan sanksi pajak kesimpulan bahwa
wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan kesadaran wajib pajak,
yang melakukan kegiatan wajib pajak orang pribadi | pelayanan fiskus, dan
usaha dan pekerjaan bebas yang melakukan kegiatan | sanksi pajak memiliki
(studi di wilayah kpp usaha dan pekerjaan pengaruh yang positif
pratama cilacap) bebas dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak

4. (susilawati & budiartha, Tujuan dari studi ini Berdasarkan hasil
2013) Pengaruh kesadaran adalah untuk mengetahui | analisis maka dapat
wajib pajak, pengetahuan pengaruh kesadaran diketahui bahwa
pajak, sanksi perpajakan dan | wajib pajak, pengetahuan | kesadaran wajib pajak,
akuntabilitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan | pengetahuan pajak,
publik pada kepatuhan wajib | dan akuntabilitas sanksi perpajakan dan
pajak kendaraan bermotor pelayanan publik pada akuntabilitas pelayanan

kepatuhan wajib pajak publik berpengaruh

dalam membayar pajak positif pada kepatuhan

kendaraan bermotor wajib pajak dalam
membayar pajak
kendaraan bermotor
pada Kantor Bersama
SAMSAT Kota
Singaraja

5. (Tiraada, 2013) Kesadaran Tujuan yang ingin kesadaran perpajakan
perpajakan, sanksi pajak, dicapai dalam penelitian | dan sanksi pajak
sikap fiskus terhadap ini yaitu untuk memberikan pengaruh
kepatuhan WPOP di mengetahui pengaruh yang signifikan terhadap
kabupaten Minahasa Selatan | kesadaran perpajakan, kapatuhan wajib pajak

sanksi pajak, sikap orang pribadi di

terhadap kepatuhan Kabupaten Minahasa

wajib pajak orang pribadi | Selatan. Sedangkan

di Kabupaten Minahasa sikap fiskus tidak

Selatan memberikan pengaruh
terhadap kepatuhan
wajib pajak orang
pribadi di Kabupaten
Minahasa Selatan.

2.2. Landasan Teori

HI

Untuk menganalisis berbagai kasus yang terdapat di makalah ini sangat

diperlukan materi pendukung terutama mengenai apa itu Pengampunan

Pajak (Tax Amnesty) dan pengaruhnya terhadap kemauan wajib pajak

membayar pajak di Indonesia.
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2.2.1. Teori Perpajakan

Menurut UU KUP No. 28/2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesarbesarnya  kemakmuran rakyat.Undang-Undang perpajakan
mewajibkan para wajib pajak (WP) untuk membayar pajak untuk
mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.Lembaga Pemerintah yang
mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal
Pajak(DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di

bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang
terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Siapa yang digolongkan sebagai Wajib Pajak adalah orang pribadi atau
badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini ada jenis-jenis

pajak yang harus diketahui oleh wajib pajak yaitu :

Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak.
Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal
baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang

bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian

PENGARUH TAX AMNESTY, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAINB PAIAK
Author: IRMIGARDDERU BETU NPK:A.2013.132297


https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lembaga_Pemerintah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Keuangan_Republik_Indonesia

maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium,

hadiah, dan lain sebagainya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah
Indonesia).Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang
mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan
PPN.Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak

atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang KenaPajak tertentu
yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan

Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
atau

b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau

c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan tinggi; atau

d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau

e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral

masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

d. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen,

seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat
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berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas

jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan
tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun
demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada
Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.
Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak
Daerah sepanjang Peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengan
Perdesaan dan Perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam jangka
waktu dari 1 Januari 2010 s.d Paling lambat 31 Desember 2013
Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka PBB Perdesaan dan
Perkotaan tersebut masih tetap di pungut oleh Pemerintah Pusat.
Mulai 1 januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak
daerah.Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih

tetap merupakan Pajak Pusat.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi
maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
e Pajak Propinsi, meliputi:

Pajak Kendaraan Bermotor;

a
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

o

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;

i

Pajak Air Permukaan;
e. Pajak Rokok.

e Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
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c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak sarang Burung Walet;

j- Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

2.2.2. Fungsi Pajak

Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara.Untuk menjalankan tugas-tugas rutin
negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan
biaya.Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.Dewasa ini pajak
digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja
barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.Untuk pembiayaan
pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni
penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.Tabungan
pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan
pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama

diharapkan dari sektor pajak.

Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan
pajak.Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk

mencapai tujuan.Contohnya dalam rangka menggiring penanaman
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modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam
fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam
negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar

negeri.

e Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi
dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan
mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan

pajak yang efektif dan efisien.

o Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk
membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai
pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada

akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.3. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2016 Amnesti pajak adalah program
pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak
meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan
sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang
perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya
yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh
tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Kewajiban
perpajakan yang mendapatkan Pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban
Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewabh.

PENGARUH TAX AMNESTY, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAINB PAIAK
Author: IRMIGARDDERU BETU NPK:A.2013.132297


https://id.wikipedia.org/wiki/Modal
https://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat

13

Subjek Tax Amnesty adalah warga negara Indonesia baik yang ber NPWP

maupun tidak yang memiliki harta lain selain yang telah dilaporkan dalam

SPT Tahunan Pajak (warga negara yang pembayaran pajaknya selama ini

masih belum sesuai dengan kondisi nyata). Objek Tax Amnesty adalah

Harta yang dimiliki oleh Subjek Tax Amnesty, artinya yang menjadi

sasaran dari pembayaran uang tebusan adalah atas Harta baik itu yang

berada di dalam negeri maupun diluar negeri.

Tata cara pengajuan Amnesti Pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta

penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen

yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:

@)

bukti pembayaran Uang Tebusan;

bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang

memiliki Tunggakan Pajak;

daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta

yang dilaporkan;
daftar Utang serta dokumen pendukung;

bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau
pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak
yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau

penyidikan;
fotokopi SPT PPh Terakhir; dan

surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah

diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak
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o surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling
singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak

dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan

repatriasi;

o melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling
singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak
diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan

melaksanakan deklarasi;

o surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi

Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM

. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan

untuk mengajukan Amnesti Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk
membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi
pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak
dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan

bukti permulaan atau penyidikan

. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan

Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan

Menteri Keuangan.

. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.

. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan

Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta
lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak

kepada Wajib Pajak

. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama
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Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan
dianggap diterima

7. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3
(tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini
mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat
Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah

Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan.

2.2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan
Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat
tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Di Indonesia,
setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib

pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam
Devano and Rahayu (2006, p. 112), menyatakan bahwa: “Kepatuhan wajib
pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban
perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.
Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Devano and Rahayu
(2006, p. 110) adalah: 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana
wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-undang perpajakan 2) Kepatuhan material adalah suatu
keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi
semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-

undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.
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Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak
Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak
telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan
sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi
ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan
material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara subtantive
memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa

undang-undang perpajakan.

Setiawan (2010) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut
Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh
adalah sebagai berikut.

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak
dalam dua tahun terakhir.

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,
kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak.

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan
dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan,
koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak
yang terutang paling banyak lima persen.

e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir
diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak

memengaruhi laba rugi fiskal.
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2.2.5. Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada
orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang
merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu
mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak
dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak
dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan
dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan
alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan
(Setiawan, 2010). Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur

dengan indikator sebagai berikut.

a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup
berat.

b. Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak
sangat ringan.

c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana
mendidik wajib pajak.

d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan
sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam
kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak
terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga,
denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana. Secara konvensional,
terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi

positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan
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suatu hukuman Soekanto, 1988 dalam (Ilyas & Burton, 2010). Namun
pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukan Surat
Pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan. Saat ini Ditjen
Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut

wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan.

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas
dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko
(2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau
mengerti. Irianto (2005) dalam Widayati and Nurlis (2010) menguraikan
beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak
untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan
bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan
menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak
dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran
bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat
merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami
bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak
berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat
mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran
bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan.
Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki
landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga

negara.

Dalam (Jatmiko, 2006), Sumarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran
perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab
banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Masih dalam Jatmiko
(2006), Larche (1980) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan
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seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari
masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi
kesadaraan perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat

kepatuhan wajib pajak Suyatmin, 2004 dalam Jatmiko (2006).

2.2.7. Perhitungan Tax Amnesty
a. Dasar hukum perhitungan Tax Amnesty :
1) Pasal 4 UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
2) Pasal 10 PMK Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan
UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
b. Cara mengitung Tax Amnesty :
Uang Tebusan = Tarif x Dasar pengenaan

Tabel 2.2 perhitungan tax amnesty

Keterangan Juli - September 2016 | Oktober - Nopember | Januari- Maret 2017
2016

Tarif uang

tebusan Amnesti 2% 3% 5%

Pajak atas harta
dalam negeri

Tarif uang
tebusan Amnesti 4% 6% 10%
Pajak atas harta di
luar negeri
(Repetriasi)

Tarif uang
tebusan Amnesti 4% 6% 10%
Pajak atas harta di
luar negeri (tidak

repetriasi)

Wajib Pajak yang

peredaran 0,5 % 2%

usahanya sampai bagi Wajib Pajak yang bagi Wajib Pajak yang

dengan Rp4,8 mengungkapkan nilai harta mengungkapkan nilai harta lebih
miliar pada tahun | sampai dengan Rp10 miliar dari Rp10 miliar

pajak 2015
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2.3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis
2.3.1. Model Teori

Gambar 2.1 model teori

Tax amnestymerupakanprogram pengampunan yang
diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak
meliputi penghapusan pajak yang seharusnya
terutang, penghapusan sanksi administrasi
perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di
bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada

tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan
dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan Kepatuhan Wajib
pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Pajak merupakan
tindakan Wajib Pajak
dalam pemenuhan

kewajiban
perpajakannya sesuai

Sanksi Pajak merupakan alat pencegah agar
wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan _S
(Mardiasmo,2006 dalam Muliari dan Setiawan,
2010).

dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan dan

peraturan pelaksanaan
Kesadaran Perpajakan merupakan suatu / perpajakan yang

kondisi dimana wajib pajak mengetahui, berlaku dalam suatu

memahami dan melaksanakan ketentuan Negara.

perpajakan dengan benar dan sukarela.

2.3.2. Model Hipotesis
Model Hipotesis

Berdasarkan telaah pustaka di atas peneliti ingin membahas variable-
variabel mengenai pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak, dan Kesadaran
Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dapat ditampilkan

pemikiran teoritis sebagai berikut.
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Gambar 2.2 model hipotesis

H1
Tax Amnesty
H4
H2
Sanksi Pajak Kepatuhan
Wajib Pajak
Kesadaran
Perpajakan
H3

Sumber : Diolah oleh peneliti

Gambar 2.1 Hubungan variabel independen dan variabel dependen
Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah :

H; = Tax Amnesty berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H, = Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H; = Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H, = Tax Amnesty, Sanksi Pajak, Kesadaran Perpajakan berpengaruh  terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak

PENGARUH TAX AMNESTY, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAINB PAIAK
Author: IRMIGARDDERU BETU NPK:A.2013.132297



